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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 





Nama Huruf Latin Nama 




ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
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ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع „ain  apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah   Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda     ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 




Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
  ا fatḥah A A 
  ا Kasrah I I 
  ا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
  ي fatḥah dan    
  Ai a dan i 
  و fatḥah dan 
wau 
Au a dan u 
Contoh: 
فٛك : kaifa 
ل ْٕ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 









  ي… /   ا 
…. 
Fatḥah dan alif 
atau      
Ā a dan garis 
di atas 









ت اي : m ta 
ٗيز : ram  
مٛق : qīla 
ت ًٕٚ :  amūtu 
4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 
sedangkantā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ٔز : rauḍah al-aṭf l 
ةهض افنا ةُٚدًنا : al-madīnah al-f ḍilah 
ةًكذنا  : rauḍah al-aṭf l 
5. Syaddah (Tasydīd) 
xiii 
 
S addah atau tas dīd  ang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tas dīd   ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اُبز : rabban  
اُٛجَ : najjain  
قذنا : al-ḥaqq 
ىعَ : nu”ima 
ٔدع : „duwwun 
Jika huruf  ٖ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
Contoh: 
ٙهع : „Ali  bukan „Ali   atau „Al ) 
ٙبسع : „Arabī  bukan „Arabi   atau „Arab ) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif lam 
ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
Contoh : 
سًشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةن صناصنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
xiv 
 
ةفسهفنا : al-falsafah 
دلابنا : al- bil du 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof   „ ) han a berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah 
di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh :b  
ٌٔسياج : ta‟murūna 
عُٕنا : al-nau‟ 
ءٙش : s ai‟un 
تسيا : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an  dari al-Qur‟ n), Alhamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓil l al-Qur‟ n 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
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Kata “Allah”  ang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍ  ilaih  frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
الله ٍٚد    dīnull h  الله اب  bill h 
Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jal lah, 
ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 ىٓٓهنا ةًدز ٙف  hum fī raḥmatill h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama 
diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama 
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa m  Muḥammadun ill  rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‟a linn si lallaẓī bi bakkata mub rakan 
Syahru Ramaḍ n al-lażī unzila fih al-Qur‟ n 
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Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Far bī 
Al-Gaz lī 
Al-Munqiż min al-Ḋal l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu  anak dari) dan Abū  bapak 
dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rus d, ditulis menjadi: Ibnu Rus d, Abū al-Walīd 
Muḥammad  bukan: Rus d, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥ mid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥ mid  bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥ mid Abū). 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.   : subḥ nahū wa ta‟ l  
saw.   : ṣallall hu „alaihi wa sallam 
M    : Masehi 
QS…/…: 4  : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4 
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Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana fasakh nikah terhadap wali 
nikah tidak sah dan akibat hukumnya (Studi Kasus PABarru)? Pokok masalah 
tersebut selanjutnya dijabarkan dalam sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 
1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutu skan perkara?, 2) Bagaimana 
pembuktian dalam perkara fasakh nikah terhadap wali nikah tidak sah?, 3)Bagaimana 
status perkawianan dan akibat hukum dari fasakh nikah terhadap wali nikah tidak sah 
dan akibat hukunya? 
Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian  lapangan (Field Research), 
yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara tentang fasakh nikah 
terhadap wali nikah tidak sah dan akibat hukumnya (Studi Kasus PABarru) 
selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
interview/wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengelolahan dan analisis data 
dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wali nikah dari calon mempelai 
perempuan adalah merupakan unsur pokok/rukun dalam pernikahan yang berakibat 
hukum tidak sah pernikahan atau batal dengan ketiadaan wali. Wali hakim baru 
bertindak sebagai wali nikah calon mempelai wanita, manakala tidak mempunyai 
wali nasab atau berhalangan hadir, atau jauh yang sulit dihubungi. Maka wali hakim 
pada KUA bertindak selaku wali menikahkan. Pernikahan dilangsungkan tanpa 
terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, karena yang menjadi wali 
nikah adalah ayah tiri mempelai perempuan yang mana dalam hukum Islam tidak 
membolehkan ayah tiri menjadi wali nikah bagi anak tirinya, hal ini juga 
bertentangan dengan Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Pembuktian yang majelis hakim gunakan yaitu Bukti tertulis: bukti dengan saksi-
saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah. Status perkawinan dari 
Pemohon adalah tidak sah atau rusaknya perkawian karena tidak sesuai dengan 
syariat Islam. Dampak dari perkawinan antara suami isteri tersebut tidak akan 
memutuskan hubungan antara anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu 
dengan kedua orang tuanya. 
Implikasi dari penelitan ini adalah: 1) Berbagai bentuk pertimbangan hakim 
dalam memutuskan perkara tersebut dapat dijadikan acuan apabila mendapatkan 
kasus yang sama agar tidak terjadi perzinahan di masyarakat. 2) Sumpah dari saksi-
saksi dapat menjadi bukti terkuat dalam persidangan. 3) sebelum melangsungkan 
pernikahan ada baiknya mengetahui syarat dan rukun pernikahan agar tidak terjadi 





A. Latar Belakang 
Perkawinan adalah momen yang sangat penting dalam hidup seseorang karena 
akan dikenang sepanjang hidupnya. Perkawinan menyatukan dua insan manusia 
menjadi satu keluarga. Perkawinan juga akan menyatukan kedua keluarga besar 
menjadi jalinan persaudaraan , sehingga kedua keluarga tersabut bisa saling mengenal 
lebih dekat satu sama lain sekaligus dapat menjalin ikatan persaudaraan yang semula 
belum terikat menjadi lebih terikat. 
Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan 
sebagai wujud ibadah kepada Allah swt dan mengikuti sunnah Rasul. Di samping, hal 
tersebut perkawinan juga mempunyai nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri 
hidup manusia juga melestarikan keturunan dan mewujudkan ketentraman hidup dan 
menumbuhkan rasa kasih sayang dalam bermasyarakat. 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seoarang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan juga bisa 
diartikan hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 
memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. 
Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang 
termuat dalam pasal 1  aitu: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
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Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam pasal 2 “perkawinan ialah sah, apabila 




Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat 
dalam pasal 2 din atakan perkawinan dalam islam adalah “aqad  ang sangat 





Suatu Perkawinan dapat putus dan berakhir dalam pasal 38 UU No.1 1974, 
putusnya perkawinan karena tiga  hal, yaitu: kematian, perceraian, keputusan 
pengadilan.
3
 Sedangkan suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa 
hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya. Atau 
karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau sebab-sebab lain yang salah 
satunya adalah karena adanya sebab fasakh atau rusaknya aqad perkawinan demi 
hukum yang dilakukan di depan sidang pengadilan.
4
 
Terjadinya fasakh menurut KHI dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan pasal 22, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak 
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam bagian penjelasan 
pasal 22 UU No.1 1974 pengertian “dapat” pada pasal tersebut dapat diartikan “bisa 
batal” atau “bisa tidak batal”, bilamana menurut ketentuan hukum agaman a tidak 
menentukan lainnya. Adanya pengaturan mengenai pembatalan perkawinan selain 
dimaksudkan untuk penyempurnaan pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk 
mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul kemudian hari. Seperti 
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halnya perceraian, pembatalan perkawinan teryata membawa konsekuensi yang tidak 
jauh berbeda dengan masalah perceraian. Konsekuensi-konsekuensi tersebut berupa 
hak waris mewarisi, perwalian, pemberian nafkah, terutama kedudukan anak/ 
kejelasan nasib (keturunan). 
Suatu perkawinan dianggap tidak sah, jika tidak terdapat seorang wali yang 
mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Pada hakikatnya, seorang 
perempuan harus dinikahkan oleh ayahnya yang bertindak sebagai wali, namun tidak 
selamanya hubungan antar keduanya itu berjalan dengan baik, terkadang hanya 
karena berbeda pendangan seorang ayah tidak mau bertindak menjadi seorang wali 
bagi anaknya. 
Berbeda pandangan mungkin hal yang wajar, tetapi dampak dari hal tersebut 
dapat menggeserkan hak wali dari ayahnya kepada orang lain. Hal tersebut terjadi 
jikalau ayahnya sampai merasa enggan untuk menikahkan putrinya sehingga oleh 
hakim diputuskan sebagai wali adhal. Perpindahan hak wali ada tingkatannya, tetapi 
kalau perpindahannya itu disebabkan oleh keengganan wali untuk menikahkan 
(adhal) maka tingkatan itu menjadi tidak berlaku, dan perpindahan hak untuk 
menikahkan langsung kepada wali hakim. 
Hadits dari Aisyah r.a. berbunyi : 
 َٗهَع حاَِكَ ٍي ٌَ اَك اَي َٔ  لدع ٘دْاشٔ ِٙنٔ َِّلاإ حاَِكَ َلا َلَاق َ ىَّهَس َٔ  ِّ ْٛ َهَع ُ َّالله َّٗهَص ِٙبَُّنا ٌَأ
ِكنَذ سٛغ  ِٙف ٌَابد ٍْبا ُِا َٔ َز َُّن ٙنٔ َلا ٍي ٙنٔ ٌاطهسناف أسجاشج ٌَِإف مِطَاب َٕ َُٓف
ِسَٛغ ٍٚدِْ ا َّشنا سكذ ِٙف خَصٚ َلا َلَاق َٔ  ّذِٛذَص
5 
Artinya : 
Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Tidak pernikahan kecuali dengan wali 
dan dua saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian, maka 
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batil. Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali 
orang-orang yang tidak mempunyai wali. (H.R. Ibnu Hibban dalam 
Shahihnya. Beliau mengatakan, tidak ada hadits yang shahih dalam 
penyebutan dua orang saksi kecuali hadits ini.) 
  
Diketahui bahwa masalah perwalian dalam pernikahan masih banyak 
dipermasalahkan. Di satu pihak, ada yang berpendapat bahwa salah satu rukun yang 
menentukan keabsahan nikah adalah wali. Kemudian dalam KHI pasal 20 disebutkan 
bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang harus 
memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Dan juga syarat wali 
adalah kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwakilkan. 
KUA sebagai lembaga yang berwenang mencatat dan mengesahkan 
perkawinan, baik sah menurut agama maupun pemerintah, KUA juga berkewajiban 
mengetahui apakah ketika terjadi proses pernikahan itu sudah sah baik menurut syarat 
dan rukunnya atau belum, mengenai dokumen para pihak dan wali sudah memenuhi 
syarat atau belum, baik masalah wali itu sudah masuk dalam syarat-syarat yang telah 
ditentukan KUA atau perlu dikaji ulang. Pentingnya pengetahuan pihak KUA 
terhadap keabsahan calon mempelai dan wali tidak lain karena akan berpengaruh 
pada sah atau tidaknya perkawinan serta batalnya perkawinan tersebut. Jika 
perkawinan yang sebenarnya tidak sah tersebut dilangsungkan, maka yang terjadi 
adalah  perzinaan. 
Al-Wilayah (posis sebegai wali, selanjutnya disebut perwalian) dalam 
pernikahan adalah hak kuasa syar‟i, yang diberikan kepada seorang yang memiliki 




                                                          
6




Maka dari permasalahan yang kompleks itulah, penulis tertarik unntuk 
mebahas tentang fasakh nikah terhadap wali nikah tidak sah dan dampak hukumnya 
karena maraknya terjadi perkawinan yang tidak sesuai syariat Islam. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
A. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini, penelitian hanya akan berfokus pada fasakh nikah 
terhadap wali nikah tidak sah dan akibat hukumnya (studi kasus PA Barru 
berdasarkan putusan perkara nomor 48/ Pdt.P/ 2016/ PA. BR). 
B. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan fokus penelitian dari uraian sebelumnya, dapat dideskripsikan 
subtansi permasalahan dengan pendekatan pada penelitian ini bahwa ada beberapa 
yang menyangkut tentang wali nikah tidak sah dan akibat hukumnya (studi kasus PA 
Barru berdasarkan putusan perkara nomor 48/ Pdt.P/ 2016/ PA. BR).  
Agar tidak dapat terjadi salah penafsiran terhadap judul yang dimaksud, maka 
penulis menjelaskan beberapa variable sebagai berikuk: 
Fasakh nikah adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan 
melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebur 
mempunyai cacat hukum, hal itu disebabkan misalnya tidak terpenuhinya persyaratan 
atau rukun nikah atau disebabkan dilarangnya ketentuan yang mengharamkan 
perkawinan tersebut. 
Wali nikah adalah orang yang menikahkan wanita dengan pria. 
Akibat hukum timbul oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan 
hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang 
sehingga kalau melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. 
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Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh 
Allah untuk umatnya yang dibawah oleh Nabi, baik hukum yang berhubungan 
dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan 
perbuatan (amaliah). 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan gambaran dan urauian di atas, maka pokok permasalahan dalam 
penelitian ini adaalah bagaimana fasakh nikah terhadap wali nikah dan akibat 
hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Barru NO. 48/ Pdt.P/ 2016/ PA.BR) 
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 48/ Pdt.P/ 
2016/ PA.BR ? 
2. Bagaimana pembuktian dalam perkara No. 48/ Pdt.P/ 2016/ PA.BR? 
3. Bagaimana status perkawianan dan akibat hukum dari perkara No. 48/ Pdt.P/ 
2016/ PA.BR? 
D. Kajian Pustaka 
 Untuk memperoleh gambaran yang pasti terhadap posisi penelitian ini, di 
antara karya-karya yang ada, berikut ini akan penulis ilustrasikan tentang penelitian-
penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti sebagai 
berikut: 
1. Sabri Saimin dan Andi Narmaya Areong dalam bukunya, Fikih II membahas 
tentang pernikahan, fasakh, mahar, wali dan saksi dalam pernikahan, hak dan 




2. Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya, Fiqih Lima Mazhab membahas 
urutan wali dari berbagai pandangan imam mazhab Hanafiah, mazhab maliki, 
mazhab S afi‟I, mazhab Hambali dan Imami ah. 
3. Ahmad Rofiq dalam bukunya, Hukum Islam di Indonesia membahas tentang 
perwalian, putusnya perkawinan (karena kematian, perceraian, dan putusan 
pengadilan) serta akibat-akibatnya. 
Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan 
penelitian ini antara lain: 
4. Dalam skripsi  ang di susun oleh Ha  u Citra Herdana, dengan judul “Problema 
Nikah Fasakh dalam Perpektif Hukum Materil dan Hukum Islam”. Penelitian ini 
menyinggung tentang fasakh dan talak. 
5. Dalam skripsi lain  ang disusun oleh Dedi Roehan Asfia, dengan judul “Analisis 
Terhadap Penentuan Wali Nikah bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 
Bulan (Studi Kasus di KUA Kec.  Ngaliyan Kota Semarang).” Penelitian ini 
membahas tentang wali nikah dalam Islam dan asal usul anak . 
6. Dalam Tesis disusun oleh Ett  Murtiningd ah dengan judul, “Peranan Wali 
Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologi adanya Wali Nikah dalam 
Perkawinan  Menurut Kompilasi Hukum Islam.”  Penelitian ini membahas 
tentang syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, macam-macam wali 
nikah, dan peran wali nikah. 
Dengan demikian, setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan hasil 
penelitian yang serupa dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, artinya 
masalah ini sama sekali belum pernah diteliti sebelumnya. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian adalah : 
Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 
fasakh nikah terhadap wali nikah tidak sah dan akibat hukum yang di timbulkan 
sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan 
perkara nomor 48/Pdt.P/2016/PA.BR. 
b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi alat bukti dalam dalam memutuskan 
perkara dalam persidangan. 
c. Untuk mengetahui status perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dari fasakh 
nikah. 
2. Kegunaan Penelitian  
Adapun kegunaan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut: 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran bagi disiplin 
ilmu secara umum dan sekurang-kurangnya bermanfaat. 
b. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa. 









A. Pengertian Nikah  
Dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus di 
antaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia kawin diartikan dengan (1) perjodohan 
laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, nikah (2) (sudah) beristri atau berbini 
(3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh. Pengertian senada juga dijumpai 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kawin diartikan dengan (1) menikah (2) cak 
bersetubuh (3) berkelamin (untuk hewan). Kawin acak, keadaan yang memungkinkan 
terjadinya perkawinan antar jantan dan betina dewasa secara acak. Perkawinan 
adalah: (1)pernikahan; hal (urusan dan sebagainya) kawin; (2) pertemuan hewan 
jantan dan hewan betina secara seksual. Dalam  Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 
kawin diartikan dengan “menjalin kehidupan    baru dengan bersuami atau istri, 
menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh.
7
 
Dalam Bahasa Melayu (terutama di Malaysia dan Brunei Darusalam), 
digunakan istilah khawin. Kahwin ialah “perikatan  ang sah antara lelaki dengan 




Dalam Alquran dan Hadis, perkawinan disebut dengan an-nikAh ( ح اكُن ا ) dan 
az-ziwaj/ az-zawj atau az-zijah (   ا جأصن–  جأصنا–  ّجٚ صنا ). Secara harfiah, an-nikh 
berarti al-wath‟u (  ء ط ٕنا) , adh-dhammu (  ىضنا) dan al-jam‟u (   خًجنا ). Al-wath‟u 
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berasal dari kata wathi‟a- yatha‟u- wat‟an (  أطٔ–  أطٚ–  أط ٔ  ), artinya berjalan di atas, 




Menurut bahasa, arti lafaz nikah ialah berkumpul atau menindas.
10
 Di 
kalangan ulama Ahli Ushul (Usbul al-Fiqh) berkembang tiga macam pendapat 
tentang arti lafaz nikah. 
a. Nikah menurut arti aslinnya setubuh dan menurut arti majazi (metaforis) adalah 
akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan 
wanita; demikian menurut Ahli Ushul golongan Hanafi. 
b. Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal 
hubungan kelamin antara pria  dan wanita, sedangkan menurut arti majazi ialah 
setubuh; demikian menurut Ahli Ushul golongan S afi‟i ah. 
c. Nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh; demikian menurut Abu al-




Perkawinan dapat dilihat dari tiga unsur yaitu: 
1. Perkawinan dilihat dari segi hukum. 
Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-
Qur‟an surat An-Nisa ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat 
kuat, disebutkan dengan kata-kata “Mitssaqan Ghaaliizhan”. 
2. Perkawinan dilihat dari segi sosial. 
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Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah 
bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari 
mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, 
wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran 
Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak 
empat orang dengan syarat-syarat yang tertentu. 
3. Perkawinan dilihat dari segi Agama. 
Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu suatu segi yang sangat 
penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara 
perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi 
pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.
12
 
Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, 
sebagai sesuatu yang paling baik dipilih Allah SWT untuk berkembang biak dan 
melestariak hidupnya. 
Namun Allah tidak mau menjadikan manusia seperti mahluk lainnya yang 
hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antar jantang dan betina tanpa  
aturan. Untuk menjaga kehormatan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai 
dengan kehormatan dan naluri  manusia, melalui ijab dan qobul sebagai lambang 
adanya salin ridha yang dihadiri sejumlah saksi. Itulah yang kemudian disebut dengan 
perkawinan.  
Dengan perkawinan tersebut makhluk hidup dapat berkembang biak dan 
mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensi 
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 Perkawinan bagi manusia sebagaiaman makhluk hidup 
lainnya adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk beranak, berkembang 
biak untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan peranan 
yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. 
Perkawinan dalam islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak 
keperdataan biasa, akan tetapi ia mempuyai nilai ibadah. Maka, sangat tepat jika 
kompilasi menegaskannya sebagai akad yag sangat kuat (miitsaqan gholiidzhan) 
untuk menaati perintah Allah swt, dan melaksanakan ya merupakan ibadah. Dalam 
firman Allah swt QS. Adz Dzariyaat/  51 :49 
                  
Terjemahannya : 
“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan,1 supaya kamu mengingat kebesaran 
Allah
2”  QS. Adz Dzari aat : 49)14 
1
Seperti laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, langit dan bumi, matahari 
dan bulan, dataran tinggi dan dataran rendah, musim panas dan musim dingin, 
manis dan asam, cahaya dan kegelapan.  
2
Sehingga kamu mengetahui bahwa yang menciptakan semua yang 
berpasang-pasangan itu adalah Tuhan Yang Mahaesa; kamu pun beribadah 
hanya kepada-Nya. Ada pula yang menafsirkan firman-N a, “Agar kamu 
ingat,”  akni ingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan-Nya kepada kamu 
dalam menaqdirkan hal itu (menciptakan secara berpasang-pasangan), serta 
ingat hikmah (kebijaksanaan)-Nya dimana Dia menjadikan sesuatu yang 
menjadi sebab tetap hidupnya hewan (ada jantan dan betina) agar kamu dapat 




 Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang 
mampu untuk segera melaksanakaanya. Karena dengan perkawinan ,dapat 
mengurangi maksiat penglihatan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh 
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karena itu , bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara 
perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. 
Dengan berpuasa , diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela 
yang sangat keji, yaitu perzinaan 
B. Pengrtian Fasakh Nikah 
Fasakh dalam tinjauan bahasa (etimologi) adalah berasal dari akar kata 
(mashdar)  زسف ٍي زدصي : زسفنا– دقعنا زسف  artinya: membatalkan.   ،ضقَ : زسف
لاطبإ artinya pembatalan. Kemudian dalam perkembangannya lafadz fasakh ini 
digunakan oleh para fuqoha untuk dijadikan istilah yang menunjukan arti tertentu.
16
 Fasakh menurut terminologi adalah ّضقَ : دقعنا زسف artinya: menfasakh akad, yang 
berarti membatalkan. Apabila terjadi pada akad nikah . fasakh berarti melepaskan 
ikatan  hubungan antara suami istri. 
Fasakh adalah surak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang 
hakikatnya hak suami-istri di sebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad 
berlangsung. Misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan 
pihak lain  tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan.
17
 
Selain fasakh ada juga istilah yang hampir sama dengan fasakh yaitu fasid. 
Maksud dari fasid adalah merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan 
melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut 
mempunyai cacat hukum, hal itu disebabkan misalnya tidak terpenuhinya persyaratan 
                                                          
16Ha  u Citra Herdana “Problema Nikah Fasakh dalam Perspektif Hukum Materil dan 
Hukum Islam” fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif hidayatulla Jakarta 2009 
17
Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, Fikih II (Makassar: Alauddi Press, 2010), h.144  
xxxi 
 




C. Sebeb-sebab dan Tujuan Fasakh Nikah 
Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung 
akad nikah, atau karena hal-hal yang datang kemudian dan membatalkan 
kelangsungan perkawinan. 
1. Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. 
a. Setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah sudara kandung 
atau saudara sesusuan pihak suami. 
b. Suami isti masih kecil, kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan 
pernikahannya atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar baligh, jika 
yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasakh baligh. 
2. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad 
a. Jika seorang suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali 
sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi 
belakangan. 
b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam 
kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain 
halnya kalau istrinya ahli kitab. Maka akadnya tetap sah sepertisemula. Sebab 
perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.
19
 
3. Fasakh yang terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pernikahan. 
a. Tidak adanya calon mempelai pria 
                                                          
18
Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, Fikih II, h.144 
19




b. Tidak adanya calon mempelai wanita 
c. Tidak adanya saksi 
d. Tidak adanya wali atau orang yang menjadi wali bukan dari garis keturunan 
maupun dari KUA 
Selain hal-hal tersebut ada juga hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya 
fasakh, yaitu sebagai berikut:  
1. Karena ada balak (penyakit belang kulit). Dalam kaitan ini ada sebuah hadits 
yang artinya: 
“Dari Ka‟ab Bin Zaid radhiallahu „anh bahwasanya Rasulullah shalallahu 
„alaihi wa sallam pernah menikahi seorang perempuan bani Ghifar. Maka, tatkala 
beliau masuk menemuinya dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk 
di atas tempat tidur terlihatlah putih (balak) di lambungnya, lalu beliau berpaling 
seraya berkata: ambillah kainmu, tutuplah badanmu, da beliau tidak menyuruh 
mengambil kembali barang yaqng telah diberikan kepada permpuan itu.” (HR. 
Ahmad dan Baihaqi) 
2. Karena gila 
3. Karena penyakit kusta. 
4. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, dsb.Dijelaskan dalam suatu 
riwayat. 
“Dari Sa‟id bin Musayyab radhiallahu „anh ia berkata: Barangsiapa di antara laki-
laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki itu terdapat 
tanda-tanda gila, atau tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya 
perempuan itu boleh memilih jika mau ia tetap dalam perkawinannya dan jika 
berkehendak cerai maka perempuan itu boleh bercerai.” (HR. Malik) 




6. Karena „unnah, yaitu zakar laki-laki impoten sehingga tidak mencapai apa yang 
dimaksudkan dengan nikah. 
Dalam suatu riwa at dari Sa‟id bin Musa  ab radhiallahu „anh ia berkata. 
“Umar bin Khathab telah memutuskan bahwasan a laki-laki yang „unnah diberi 
tenggat satu tahun sebelum dijatuhkan fasakh.” Seperti itu juga pendapat Ibnu 
Mas‟ud. Diriwa atkan dari „Utsman bahwa laki-laki yang „unnah tidak diberi 
tenggat, dari al-Harits bin „Abdillah bahwa laki-laki yang „unnah diberi tenggat 
sepuluh bulan. Imam Ahmad, al-Hadi dan ulama‟ lain men atakan bahwa pada 
keadaan seperti itu tidak terjadi fasakh.20 
Dalam masalah suami yang „unnah dan hal itu membuat tidak bisa memenuhi 
hak istrinya maka bisa terjadi fasakh, setelah menunggu dengan waktu tertentu karena 
untuk mengetahui dengan jelas bahwa suami itu „unnah atau tidak atau mungkin bisa 
sembuh, jika sembuh maka tidak terjadi fasakh.  
Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang isteri menuntut fasakh di 
pengadilan: 
1. Suami sakit gila. 
2. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh. 
3. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan 
kelamin. 
4. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya. 
5. Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami. 
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6. Suami pergi tanpa diketahui tempat-tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak 
diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.
21
 
Di samping itu fasakh juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut. 
1. Perkawinan yang dilakukan oleh wali yang bukan jodohnya, seperti : budak 
dengan  orang merdeka, orang pezina dengan orang yang terpelihara. 
2. Suami tidak mampu memulangakan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja 
sedangkan istrinya itu tidak rela. 
3. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya yang diketahui oleh beberapa orang 
saksi yang dapat dipercaya. Artinya, suami sudah benar-benar tidak mampu lgi 
emberi nafkah, sekalipun itu pakaian yang sederhana dan tempat tinggal, atau 
tidak membayar maharnya sebelum mencampuri istrinya.
22
 
Hikmah fasakh nikah 
1. Untuk menjamin hak dan perlindungan kepada kaum wanita sekiranya mereka 
teraniaya. 
2. Menyedarkan kaum suami bahawa perceraian bukan hanya dimiliki secara mutlak 
oleh suami saja. 
3. Menunjukkan keunggulan s ari„at Allah subhanahu wata„ala  ang Maha 
Mengetahui akan keperluan hambaNya.
23
 
D. Rukun dan Syarat Pernikahan 
1. Rukun Nikah 
 Rukun perkawinan adalah suatu hal yang harus ada dan terpenuhi dalam sebuah 
perkawinan, jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak 
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sah. Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada empat diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
a. Ijab dan Qabul 
 Islam menjadikan Ijab (peryataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita 
kepada mempelai pria) dan Qabul (peryataan mempelai pria dalam menerima ijab) 
sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak. al-Qur‟an mengistilakan ijab-qabul sebagai 
miitsaaqan ghaliizbaa (perjanjian yang koko) sebagai pertanda keagungan dan 




 Adapun yang dimaksud dengan ijab adalah pernyataan dari calon pengantin 
perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat ijab adalah suatu pernyataan dari 
perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki 
sebagai suami sah. Bentuk pernyataan penawaran dalam ijab berupa sighat yaitu 
susunan kata-kata  ang jelas. Misaln a ijab wali perempuan: “saya nikahakan engkau 
dengan anak sa a bernama . . .”. sedangkan Kabul adalah pern ataan penerimaan dari 
calon pengantin laki-laki atas ijab wali calon pengantin perempuan. Bentuk 
pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas  yang 
memberikan pengertian bahwa laki-lakitersebut menerima atas ijab wali perempuan 
seperti: “sa a terimah nikahn a. . . binti. . .dengan maskawin. . .  tunai atau. . .). Ijab 
Kabul itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai salah satu rukun 
perkawinan. 
Adapun syarat-syarat ijab qabul yaitu: 
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali; 
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria; 
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3) Memakai kata-kata nikah, taswij atau terjemahan dan kata nikah atau tazwi; 
4) Antara ijab dan qabul bersambungan 
5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah 
Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon 
memepelai pria atau wakilnya wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan 
dua orang saksi. 
b. Adanya calon mempelai pria 
 Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua calon pria mempelai 
yang akan melangsungkan perkawinan yaitu: 
1) Muslim dan mukallaf (sehat akal-baliq-merdeka) 
2) Bukan mahram dari calon istri. 
3) Tidak dipaksa. 
4) Orangnya jelas. 
5) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.25 
c. Adanya mempelai wanita 
 Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua calon mempelai wanita 
yang akan melangsungkan perkawinan yaitu: 
1) Muslimah (atau beragama samawi, tetapi bukan kafir/ musyrikah) dan 
mukallaf. 
2) Tidak ada halangan s ar‟I  tidak bersuami, tidak dalam mas iddah dan bukan 
mahram dari calaon  suami). 
3) Tidak dipaksa 
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4) Orangnya jelas 
5) Tidak sedang melaksanakan ibdah haji. 
d. Adanya wali 
  Wali adalah  sala satu rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima dan 
tidak sah pernikahan tanpa ada wali. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 19 
menyatakan wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon 
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. 
Wali merupakan orang yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah 
antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin 
perempuan. Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat yaitu baligh, berakal, merdeka, 
laki-laki, islam, adil dan tidak sedang ihram atau umrah.
26
 
Syarat  wali adalah: 
1) Muslim laki-laki dan mukallaf (sehat akal-baliqh-merdeka) 
2) „Adil 
3) Tidak dipaksa 
4) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji 
e. Adanya saksi (2 orang pria) 
Imam Abu Hanifah, Imam S afi‟i dan Imam Malik sepakat bahwa saksi 
termasuk s arat dari beberapa s arat sahn a nikah dan ulama‟ jumhur berpendapat 
bahwa pernikahan tidak dilakukan kecuali dengan jelas dalam pengucapan ijab dan 
qabul dan tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan saksi-saksi hadir langsung dalam 
pernikahan agar mengumumkan atau memberitahukan kepada orang banyak. 
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Kompilasi hukum islam (KHI) menyatakan Dalam pasal 24 ayat 1 saksi 
dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, saksi harus hadir dan 
menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta pada waktu 
ditempat akad nikah dilangsungkan. Adapun yang menjadi syarat-syarat saksi  yaitu: 
1) Muslim laki-laki dan mukallaf (sehat akal-baligh-merdeka) 
2) „Adil 
3) Dapat mendengar dan melihat. 
4) Tidak dipaksa 
5) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab-qabul 
6) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji. 
Menurut madzhab s afi‟i rukun-rukun perkawinan yaitu : 
a. Calon suami  
b. Calon istri 
c. Wali calon istri 
d. Dua saksi  
e. Dan sighat 
Menurut madzhab maliki, rukun rukun pernikahan terdiri : 
a. Wali dari pihak wanita 
b. Mahar 
c. Calon suami dan istri 
d. Sighat (akad) 
Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab dan qabul 
antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud 
dengan syarat perkawinan adalah syarat yang berhubungan dengan rukun-rukun atau 
yang mengikuti rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, 
xxxix 
 
saksi, dan ijab qabul. Akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat 
dan rukun nikah menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum. 
2. Syarat Pernikahan 
Syarat sahnya perkawinan adalah syarat yang apabila dipenuhi, maka 
ditetapkan padanya seluruh hukum akad (perkawinan). Halalnya seorang wanita  bagi 
calong suami yang akan menjadi pendampignya.  Artinya, tidak diperbolehkan wanita 
yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai mahramnya, dengan sebab apapun yang 
mengharamkan pernikahan diantara mereka berdua, baik itu bersifat sementara 
maupun selamanya. 
Dalam undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur 
syarat-syarat perkawinan dalam Bab II pasal 6:
27
 
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calong mempelai. 
2.  Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 
tahun harus mendapat isin kedua orang tua. 
3. Dalam hal sala seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang 
dimaksud pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari 
orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh darai wali, 
orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah 
dalam garis keturunan garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan 
dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
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5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam 
ayat (2),(3)dan (4) pasal ini: atau salah seorang atau lebih di antara mereka 
tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat 
tinggal orang yang akan melangsungka perkawinan atas permitaan orang 
tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 
tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini. 
Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu dari yag 
bersangkuta tidak menentukan lain.
28
 
 Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti di bawah ini: 
a. Calon mempelai Pria, syarat-syaratnya: 
1. Beragama Islam 
2. Laki-laki 
3. Jelas orangnya 
4. Dapat memberikan persetujuan 
5. Tidak terdapat halangan perkawinan 
b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: 
1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani 
2. Perempuan 
3. Jelas orangnya 
4. Dapat dimintai persetujuan 
5. Tidak terdapat halangan perkawinan 
c. Wali nikah, syarat-syratnya: 
1. Laki-laki 
                                                          
28




3. Mempunyai hak perwalian 
4. Tidak terdapat halangan perwalian 
d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: 
1. Minimal dua orang laki-laki 
2. Hadir dalam ijab qabul 
3. Dapat mengerti maksud akad 
4. Islam 
5. Dewasa 
e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya: 
1. Adanya pernyataan mengawingkan dari wali 
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau 
tazjid 
4.   Antara ijab dan qabul bersambungan 
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
6. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram 
haji/umrah 
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: 
calon mempelai pria dan wanita atau wakilnya, wali dari calon mempelai 
wanita atau yang wakilnya, dan dua orang saksi.
29
 
E. Wali Nikah 
1. Pengertian Wali Nikah 
  Secara bahasa, wali memiliki arti rasa cinta, pertolongan, kekuasaan, dan 
kekuatan. Sedangkan menurut istilah, wali memiliki arti orang yang menolong atau 
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orang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan/akad tanpa 
harus ada persetujuan dari orang yang berada di bawah perwaliannya.
30
 
Al-Wilayah (posis sebegai wali, selanjutnya disebut perwalian) dalam 
pernikahan adalah hak kuasa syar‟i, yang diberikan kepada seorang yang memiliki 




Kompilasi Hukum Islam pasal 1 ayat h perwalian adalah kewenangan yang 
diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wali 
untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang 
tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
32
 
Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke 
dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (al-walayah „alan-nafs), 
perwalian terhadap harta (al-walayah „alal-mal), serta perwalian terhadap jiwa dan 
sekaligus (al-walayah „alan-nafsi wal-mali ma‟an). Perwalian dalam nikah tergolong 
ke dalam al-walayah „alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan 
(al isyarat) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga 
seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktifitas anak 
(keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya barada di tangan ayah, atau kakek, 
dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan 
dengan ihwal pengelolaan kekeyaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan 
(pengawasan) dan pembelajaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah 
perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta ialah perwalian yang 
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2. Kedudukan wali nikah 
   Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, dan tidak sah 
nikah tanpa wali laki-laki. Dalam KHI pasal 19 menyatakan wali nikah dalam 
perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang 
bertindak untuk menikahkannya. 
   Alasan pernikahan harus disertai wali karena untuk menjaga kemaslahatan 
wanita dan agar hak-hak wanita terlindungi. Sebab, koadrat kaum wanita memiliki 
sifat yang lemah. Wali merupakan salah satu dan rukun pernikahan. Apabila tidak ada 
wali dalam pernikahan maka pernikahannya sah dan wajib dibatalkan.
34
 Dalam 
firman Allah swt. QS. Al-Baqarah/2:232 
 ْي َب اْوَضاَر َت اَذِإ َّنُهَجاَوْزَأ َنْحِكْن َي ْنَأ َّنُهوُلُضْع َت لاَف َّنُهَلَجَأ َنْغَل َب َف َءاَسِّنلا ُمُتْقََّلط اَذِإَو ُُ ََ ُوي َ ِلَذ ِِ وُرْع ََ ْلِاب ْمُه َن
 ْطَأَو ْمُكَل ىَْكزَأ ْمُكِلَذ ِرِخلآا ِمْو َيْلاَو ِهَّللِاب ُنِمْؤ ُي ْمُكْنِم َناَك ْنَم ِهِب َنو َُ َلْع َت لا ْمُت َْنأَو ُمَلْع َي ُهَّللاَو ُرَه  
Terjemahnya: 
Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu 
(para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila 
telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang 
dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah 
dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui.
35
   
  Namun para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam 
pernikahan. Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat para ulama mengenai 
kedudukan wali dalam pernikahan, yaitu: 
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a. Jumhur ulama, Imam S afi‟I dan Imam Malik 
  Mereka berpendapat bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan dan 
tak ada perkawinan kalau tak ada wali. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan 
tanpa wali hukumnya tidak sah (batal).Selain itu mereka berpendapat perkawinan itu 
mempunyai beberapa tujuan, sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi oleh 
perasaannya. Karena itu ia tidak pandai memilih , sehingga tidak dapat memperoleh 
tujuan –tujuan utama dalam hal perkawinan ini. Hal ini mengakibatkan ia tidak 
diperbolehkan mengurus langsung aqadnya tetapi hendaklah diserahkan kepada 
walinya agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna. 
b. Imam Hanafi dan Abu Yusuf (murid Imam Hanafi) 
  Mereka berpendapat bahwa jika wanita itu telah baligh dan berakal, maka ia 
mempunyai hak untuk mengakad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Selain itu Abu 
Hanifah melihat lagi bahwa wali bukanlah syarat dalam akad nikah. Beliau 
menganalogikan dimana kalau wanita sudah dewasa, berakal dan cerdas mereka 
bebas bertasarruf dalam hukum-hukum mu‟amalat menurut s ara‟, maka dalam akad 
nikah mereka lebih berhak lagi, karena nikah menyangkut kepentingan mereka secara 
langsung. Khususnya kepada wanita (janda) diberikan hak sepenuhnya mengenai 
urusan dirinya dan meniadakan campur tangan orang lain dalam urusan 
pernikahannya. Menurut beliau juga, walaupun wali bukan syarat sah nikah, tetapi 
apabila wanita melaksanakan akad nikahnya dengan pria yang tidak sekufu 
dengannn a, maka wali mempun ai hak I‟tiradh  mencegah perkawinan). 
  Secara sederhana, wali bisa digambarkan sebagai orang yang memiliki hak-
kuasa untuk menikahkan seseorang, walau terkadang hak itu bisa diberikan kepada 
orang lain dengan seizinya.
36
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F. Jenis Wali Nikah 
Secara umum, ada beberapa jenis wali nikah, di antaranya adalah sebagai 
berikut. 
1. Menurut Kewenangannya 
Jika dilihar dari kewenangannya, wali nikah masih dibagi menjadi dua. Berikut 
keterangan selengkapnya. 
a. Wali Mujbir 
 Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik wanita 
tersebut masih kecil atau sudah besar tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu 
kepada wanita tadi. Wali mujbir sendiri adalah ayah dan kakek. Tanpa persetujuan 
menerima pernikahan ialah “diam” jika masih perawan, sedangkan bila sudah janda, 
maka persetujuannya adalah dengan lisannya.
 37
 Hal ini didasarkan pada hadits 
berikut. 
لا ىَّلَص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ َةَر ْيَرُه يَبأ نَ ىَّتَح ُرْكِبْلا ُحَكْن ُت َلاَو َرَمْأَتْسُت ىَّتَح ُمَِّيْلْا ُحَكْن ُت َلا َلَاق َمَّلَسَو ِهْيَلََ  ُهَّل
 َتُكْسَت ْنَأ َلَاق اَه ُنْذِإ َفْيََكو ِهَّللا َلوُسَر َاي اوُلَاق َنَذْأَتْسُت 
Artinya: 
Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janda' tidak boleh 
dinikahkan sebelum dimintai persetujuannya. dan perawan tidak boleh 
dinikahkan sebelum diminta restunya. Para sahabat bertanya, 'Wahai 
Rasulullah! Bagaimana (tanda) restu seorang perawan?" Beliau menjawab. 
'Yaitu jika ia diam.'" {Muslim 4/140}
38 
b.  Wali Mukhayyir 
  Wali mukhayyir adalah semua wali, termasuk ayah dan kakek bagi wanita 
janda. Wali ini harus meminta peresetujuan wanita tersebut ketika memilihkan calon 
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suami atau mas kawin untuknya. Apabila janda itu masih kecil (belum akil baligh), 
maka walinya meski menunggu sampai ia baligh.
39
 
c. Menurut Garis Keturunandan Sebab Lainnya 
Para ulama memunculkan banyak jenis wali, baik yang berhubungan dengan 
nasab/garis keturuanan ataupun senasab lainnya. Wali tersebut di antaranya adalah: 
1) Wali nasab, 
2) Wali karena membeli hamba sehaya, 
3) Wali karena memerdekakan hamba sehaya, 
4) Wali karena wasiat, 
5) Wali karena perjanjian tertentu 
6) Wali hakim, dan 
7) Wali muhkam40 
 Dari sekian banyak wali tersebut, yang biasa dijadikan sebagai pedoman 
adalah wali nasab, hakim, dan muhakkam. Wali nasab , yaitu wali yang hak 
perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Sebagai contoh orang tua 
kandung, sepupu satu kali melalui garis ayahnya. Kedua, wali hakim, yaitu wali yang 
hak perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau 
karena sebab lain. Kedua wali dimaksud, ditegaskan secara rinci dalam pasal 21, 22, 
dan 23 Kompilasi Hukum Islam.
41
  Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat 
oleh kedua calon suami-istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. 
Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, 
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G. Syarat Wali Nikah 
Syrat-syarat wali nikah ialah sebagai berikut: 
1. Baligh, berakal, dan merdeka, 




6. tidak dipaksa, 
7. tidak sedang dalam keadaan ihram haji, 
8. haknya tidak dicabut dalam menguasai harta, dan 
9. tidak tua renta/pikun.43 
H. Urutan Wali Nikah 
Mengenai urutan wali nikah, al-Qur‟an dan hadits tidak mengemukakan 
penjelasan secara detail. Menurut pendapat para sahabat urutan wali nikah sama 
halnya dengan urutan dalam warisan. Akan tetapi, para ulama memiliki pendapat 
 ang berbeda mengenai posisi kakek dan anak. Menurut S afi‟i ah, urutann a ialah: 
1. Ayah dan kakek ke atas, 
2. Saudara sekandung, saudara seayah, anak saudara sekandung, anak saudara 
seayah, 
3. Paman,  
4. Keturunan lainnya (hukum waris) 
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5. Anak laki-laki paman sekandung.44 
Dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai urutan wali nikah menurut 
Kompilasi Hukum Islam: 
1.  Wali Nasab 
Pasal 21 
(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok 
kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat atau 
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, 
kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari garis 
ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung 
atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, 
kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara 
seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki 
kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki 
mereka. 
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang sama-sama 
berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih 
dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 
(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatanya maka yang paling 
berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya 
seayah. 
(4) Apabila dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama 
derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama 
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berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan 
memenuhi syarat-syarat wali. 
Pasal 22 
Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali 
nikah, atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, 
maka hak menjadi wali nikah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat 
berikutnya. Urutan wali nikah secara rincih adalah sebagai berikut. 
1. Ayah kandung. 
2. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki).  
3. Saudara laki-laki kandung. 
4. Saudara laki-laki seayah. 
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. 
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah. 
9. Saudara laki-laki ayah kandung. 
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah) 
11. Anak laki-laki paman sekandung. 
12. Anak laki-laki paman seayah. 
13. Saudara laki-laki kakek seayah. 
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung. 
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.45 
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Dari 15 (lima belas) urutan wali di atas bila semuanya tidak ada maka hak perwalian 
pindah kepada negara (sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim.  
2.  Wali Hakim 
Pasal 23 
(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada 
atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau 
gaib atau adlal atau enggann. 
(2) Dalam hal adlal atau enggan maka wali hakim baru akan bertindak sebagai wali 
nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. 
Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila: 
1. Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali. 
2. Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya. 
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat 
dengan dia tidak ada. 
4. Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masaful qasri (sejauh perjalanan yang 
membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km. 
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai. 
6. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh. 
7. Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya). 
8. Walinya gila atau fasik. 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk 
oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah KUA Kecamatan.
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A.  Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis 
menggunakan jenis penelitian  lapangan (Field Research), yaitu pengumpulan data 
lapangan dengan cara melakukan observasi pada objek penelitian serta melakukan 
wawancara dengan Ketua, Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Barru guna 
mendapatkan data yang diperlukan. Kualitatif yaitu menghimpun data dengan 
mengadakan wawancara langsung tentang “fasakh nikah terhadap wali nikah tidak 
sah dan akibat hukumnya (Studi Kasus PA Barru dengan Putusan Perkara Nomor 
48/Pdt.P/2016/PA.BR).   
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di pengadilan Agama wilayah Kabupaten 
Barru dalam kaitanya dengan fasakh nikah terhadap wali nikah tidak sah dan akibat 
hukumnya. 
B. Pendekatan Penelitian 
 Metode pendekatan yang akan digunakan adalah : 
1. Pendekatan Yuridis adalah: pendekatan yang digunakan untuk mengetahui 
aturan-aturan yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Agama termasuk yang 
mengatur tentang wali nikah yang tidak berhak menikahkan dan akibat hukum 
yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut. 
2. Pendekatan S ari‟I  aitu digunakan untuk menelaah dan menganalisa tentang 
bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus fasakh nikah terhadap wali 
nikah tidak dan akibat hukumnya. 
C. Sumber Data 
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Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian 
secara langsung.
47
 Dalam hal ini berupa informasi dari narasumber, yakni 2 
Hakim dan 1 Panitera Pengadilan Agama Barru. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah yang dapat dijadikan pendukung data pokok, atau dapat 
pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan 
informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.
48
 Adapun 
sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data yang mendukung 
dan melengkapi sumber data sekunder adalah berupa buku, jurnal, majalah 
dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data, teknik yang akan di gunakan yaitu, observasi, 
interview/wawancara dan dokumentasai. Dalam mengumpulkan data penulis 
menggunakan tekhnik: 
1. Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulisan 
dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung 
guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk 
mengumpulkan data dengan melihat langsung di lapangan terhadap objek 
yang diteliti. Dalam pelaksan aan obsevasi ini, penulis menggunakan alat 
bantu untuk memperlancar observasi dilapangan yaitu buku catatan sehingga 
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seluruh data-data yang diperolehkan dilapangan melalui observasi ini dapat 
dicatat. 
2. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, 
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan secara mendalam dan detail. 
3. Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti foto, kutipan 
materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada dilokasi penelitian dan 
dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. 
E. Instrument Penelitian 
 Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan instrument 
penelitian. Eksistensi instrument dalam suatu penelitian menjadi salah satu unsur 
penting karena berfungsi sebagai alat bantu atau sarana dalam mengumpulkan data 
yang di pertanggung jawabkan kebenarannya. 
Tolak ukur keberhasilan penelitian juga tergantung pada instrumen yang 
digunakan. Oleh karena itu untuk penelitian lapangan field research yang meliputi 
observasi, wawancara dan dokumentasi dibutuhkan kamera atau alat perekam dan alat 
tulis menulis berupa buku dan pulpen. 
F.  Teknik Pengelolahan dan Analalisis Data 
Untuk menganalisis data yang terkumpul guna memperoleh kesimpulan yang 
terkumpul guna memperoleh kesimpulan yang valid, maka digunakan teknik analisis 
data dengan metode kualitatif. 
Adapun teknis dan interpensi data yang digunakan yaitu: 
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1. Reduksi data (seleksi data), yang prosesnya dilakukan sepenjang penelitian 
berlangsung dan penulisan laporan. Penulis mengolah data dengan  bertolak 
dari teori untuk mendapatkan kejalasan pada masalah, baik data yang terdapat 
dilapangan   maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpul, dipilih 
secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang di rumuskan dalam 
penelitian. 
2. Sajian data, dengan berusaha menampilkan data yang dikumpulkan. Dalam 
penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap 
permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian 
menjelaskan secara spesifik. 
3. Penarikan kesimpulan, dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dan 
memverifikasi. Langka terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah 
penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih 
merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru 
dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh 
selama dilapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara 
memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk 










 BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Ajaran Islam masuk di daerah Barru pada abad ke-16 yang dibawa oleh 
Khatib/Ulama yang bernama Dato Bandang di Tanete Lalabata. Setelah Islam 
semakin berkembang maka dikenallah adanya satu aturan Hukum, yaitu Hukum 
Islam. 
         Pada zaman Hindia Belanda, Pengadilan Agama mulai dikenal oleh masyarakat 
Islam dengan nama Mahkamah S ari‟ah. Tiap-tiap kerajaan mengangkat seorang 
Qadhi yang diserahi tugas memimpin sidang dan mempunyai wilayah yurisdiksi 
masing-masing, meliputi Kerajaan Tanete dengan wilayah yurisdiksi Tanete Rilau 
dan Tanete Riaja, Kerajaan Barru dengan wilayah yurisdiksi Barru, Kerajaan Balusu 
dengan wilayah yurisdiksi Kiru-kiru dan sebagian daerah Soppeng Riaja dan 
Kerajaan Nepo dengan wilayah yurisdiksi Nepo. 
         Kerajaan Tanete dengan Qadhi bernama La Waru Dg. Teppu (abad ke-16), 
Kerajaan Barru dengan Qadhi bernama H. Jamaluddin (abad ke-20), Kerajaan Balusu 
dan Kiru-kiru/Soppeng Riaja dengan Qadhi bernama Coa (Tahun 1920), dan 
Kerajaan Nepo dengan Qadhi bernama H. Taberang (1928). 
        Keempat Wilayah tersebut di atas masuk dalam Wilayah kabupaten Barru. 
Dengan demikian, wilayah yurisdiksi meliputi kerajaan dan tiap-tiap daerah kerajaan 
mempunyai seorang Qadhi dan dua orang Hakim anggota serta didampingi seorang 
sekretaris, mereka bersidang di serambi Mesjid sehingga Mahkamah S ari‟ah di 
Barru sering dinamakan Pengadilan Serambi. 
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       Keadaan tersebut di atas berlangsung sampai zaman pemerintahan Jepang yakni 
tahun 1942 yang menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang 
berasal dari pemerintahan Hindia Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan 
dengan kepentingan tentara Jepang. 
          Pada saat Kemerdekaan Republik Indonesia belum ada aturan tersendiri yang 
mengatur tentang status dan keberadaannya sebagai lembaga Pengadilan Agama, 
Setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, maka Pengadilan 
Agama Barru masuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pare-pare yang terbentuk 
pada tahun 1958, selanjutnya dengan keluarnya surat Keputusan Menteri Agama RI 
Nomor 87 tahun 1966, maka Pengadilan Agama Barru berdiri sendiri dan 
memisahkan diri dari Pengadilan Agama Pare-pare pada tahun 1967 dan berkantor 
pada gedung Kantor Bupati Barru selama 10 tahun, lalu pindah ke Kantor 
Departemen Agama sampai setelah berdirinya gedung Kantor Pengadilan Agama 
Barru yang diresmikan pada tahun 1980 oleh Direktur Badan Peradilan Agama Islam. 
        Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi 
Pengadilan Agama Barru sangat kuat dan telah melaksanakan putusannya sendiri, 
sehingga masyarakat telah menilai bahwa Pengadilan Agama Barru sudah sama 
dengan pengadilan lainnya. 
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957  Pengadilan Agama 
Barru Pada tahun 1958 termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama 
Parepare, dan kemudian pada tahun 1967 Pengadilan Agama Barru baru berdiri 
sendiri dan memisahkan diri dari Pengadilan Agama Parepare berdasarkan Surat 
Keputusan Mentri Agama Nomor 87 Tahun 1966, selanjutnya Pengadilan Agama 
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Barru berkantor di Kantor Bupati selama 10 Tahun, lalu berpindah ke Kantor 
Departemen Agama Barru. 
Setelah melengkapi data dukung dan mendapatkan persetujuan dari Kantor 
Wilayah Departemen Agama dan Rekomendasi Pengadilan Tinggi Agama Ujung 
Pandang, pada tahun 1980 Pengadilan Agama Barru mendirikan gedung dengan luas 
150 m2 diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Barru dengan status pinjam pakai 
seluas 900 m2 yang terletak di Jl. H. M. Saleh Lawa No. 36 Barru dan bangunan 
gedung susulan kedua pada tahun 1992 seluas 100 m2. 
 Selanjutnya pada tahun 2006 Pengadilan Agama Barru membangun sebuah 
gedung baru dengan luas 737,830 m2 diatas tanah Pemerintah Daerah Kab. Barru 
dengan status pinjam pakai dan tanah tersebut telah mendapat persetujuan dari DPRD 
Kabupaten Barru untuk dihibahkan ke Pengadilan Agama Barru sesuai dengan 
Keputusan DPRD No. 12 Tahun 2015 tanggal 26 oktober 2015, serta persetujuan 
penghapusan barang milik daerah dari Pemerintah Daerah Kabupten Barru 
berdasarkan Keputusan Bupati Barru NO. 489/DPKD/XII/2015 tanggal 3 Desember 
2015 dengan luas 2,872 m2 yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 111 Barru, 
dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tahun 2007.
49
 
Adapun Wilayah hukum Peradilan Agama Barru meliputi 7 ( tujuh ) wilyah 
Kecamatan , antara lain : 
1. Kecamatan Mallusetasi (Bojo) 
2. Kecamatan Soppeng Riaja (Batupute) 
3. Kecamatan Balusu (Takkalasi) 
4. Kecamatan Tanete Rilau (Cirowali) 
5. Kecamatan Tanete Riaja (Libureng) 
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6. Kecamatan Pujananting (Gattareng) 
7. Kecamatan Barru (sumpang Binangae) 
Pengadilan Agama Barru adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang 
bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di 
Kabupaten Barru. 
Adapun Tugas Pokok Pengadilan Agama Barru  adalah : 
- Menerima,  
- Memeriksa, dan  
- Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan 
Peraturan Perundang undangan. 
Daftar nama2 yang pernah atau telah menjabat Ketua Pengadilan Agama 
Barru 
1. K. H. Makki (1967-1974)  
2. K.H. Muh. Hasan Aliyah  ( 1974-1984) 
3. K.H. M. Mudatsir Roci, M.A  ( 1984-1991) 
4. Muh. Saleh Hasanuddin ( 1991-1994) 
5. Drs. H. M. Jufri Ahmad S.H,  M.H  ( 1994-1997) 
6. Drs. H. Amiruddin Tjiama S.H  ( 1997-2004) 
7. DRs. H. Ahmad  As‟ad S.H    2004- 2006) 
8. Drs. H. Ambo Asse S.H, M.H ( 2006- 2008) 
9. Drs. H. M. Anas Malik S.H, M.H ( 2008- 20013) 
10. Drs. H. Muhammad Takdir S.H, M H ( 2013- 2015) 
11. Drs. H. Gunawan, M.H ( 2015- sekarang) 
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Pengadilan Agama Barru sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan 
fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Barru. 
Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni 
dibidangPerkawinan, antara lain : 
1. Izin beristri lebih dari seorang; 
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh 
satu) Tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada 
perbedaan pendapat; 
3. Dispensasi kawin; 
4. Pencegahan perkawinan; 
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai Pencatat Nikah; 
6. Pembatalan perkawinan; 
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri; 
8. Perceraian karena talak 
9. Gugatan perceraian; 
10. Penyelesaian harta bersama; 
11. Mengenai penguasaan anak-anak; 
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang 
seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya; 
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri 
atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; 
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15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
16. Pencabutan kekuasaan wali; 
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang 
wali dicabut; 
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 
(delapanbelas ) Tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada 
penunjukan oleh orang tuanya; 
19. Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan 
kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; 
20. Penetapan asal usul seorang anak; 
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran; 
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang 







g. Shadaqah  
h. Ekonomi Syariah antara lain : 
1) Bank s ari‟ah 
2) Lembaga keuangan mikro s ari‟ah 
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3) Asuransi s ari‟ah 
4) Reasuransi s ari‟ah 
5) Reksa dana s ari‟ah 
6) Obligasi s ari‟ah dan surat berharga berjangka menengah s ari‟ah 
7) Sekuritas s ari‟ah 
8) Pembia aan s ari‟ah 
9) Pegadaian s ari‟ah 
10) Dana pensiun lembaga keuangan s ari‟ah dan 
11) Bisnis s ari‟ah 
Pada awal Tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, penyelenggaran kekuasaan 
kehakiman mengalami perkembangan yang baik. Pembinaan lembaga 
peradilan termasuk Pengadilan Agama Barru baik pembinaan secara teknis 
yustisial yang menyangkut keperkaraan maupun pembinaan teknis non 
yustisial yang menyangkut organisasi, administrasi dan keuangan kini telah 
menjadi kewenangan Mahkamah Agung. 
Di samping itu, empat lingkungan peradilan, yaitu: 
1. Peradilan Umum. 
2. Peradilan Agama. 
3. Peradilan Militer. 
4. Peradilan Tata Usaha Negara 
kesemuanya masuk dalam satu atap Mahkamah Agung RI yang dikenal 
dengan one roof system. 
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One roof sysetem merupakan peluang bagi lembaga peradilan untuk 
meningkatkan profesionalisme dan kemandirian hukum.Hukum hanya dapat 
ditegakkan dengan kemandirian tanpa ada campur tangan/intervensi dari luar. 
Hukum dan keadilan akan tercampak dan hilang kewibawaaan bila telah 
dinodai pengaruh unsur dari luar hukum itu sendiri.
50
 
1. Visi dan Misi 
a. VISI   
Rencana Strategis Pengadilan Agama Barru Tahun 2015 – 2019 
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-
tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, 
penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem  kebijakan dan 
peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.  
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta 
sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Barru 
diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang 
disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional  yang telah ditetapkan 
dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai 
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan 
Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 
2015 – 2019.Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan 
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masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan 
fungsi Pengadilan Agama Barru 
Visi Pengadilan  Agama Barru mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI  adalah 
sebagai berikut : 
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BARRU SEBAGAI 
BAGIAN PENGADILAN INDONESIA YANG AGUNG ” 
b. MISI   
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi 
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan 
baik.  
Misi Pengadilan Agama Barru, adalah sebagai berikut: 
1) Mewujudkan pelayanan yang tranparan, cepat, dan tepat waktu. 
2) Mewujudkan kinerja yang professional 
3) Mewujudkan pembinaan dan pengawasan yang berkualitas 
2. Rencana Strategis 
Mengacu pada visi dan misi Pengadilan Agama Barru tersebut diatas, 
maka langkah-langkah oprasional yang dilakukan menetapkan: 
a. Tujuan 
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Barru adalah 
sebagai berikut: 
1) Mewujudkan percepatan penyelesian perkara.  
2) Mewujudkan transparansi dan informasi Peradilan. 
3) Mewujudkan peningkatan mutu penyelesian perkara. 
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4) Mewujudkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to 
justice).  
5) Mewujudkan Pembinaan dan Pengawasan.  
6) Mewujudkan pelaksanaan tugas aparatur perdilan. 
7) Mewujudkan anggaran berbasis kinerja. 
b. Sasaran 
1) Untuk “Mewujudkan percepatan pen elesian perkara” maka sasarann a  
adalah meningkatnya penyelesian perkara, percepatan penyelesian 
perkara, terciptanya tertib administrasi perkara. 
2) Untuk “Mewujudkan transparansi dan informasi Peradilan” maka 
sasarannya adalah terwujudnya transparansi dan informasi perkara. 
3) Untuk “Mewujudkan peningkatan mutu pen elesian perkara”, maka 
sasarnnya adalah meningkatnya kinerja mutu penyelesian perkara. 
4) Untuk “Mewujudkan aksesibilitas mas arakat terhadap peradilan  acces to 
justice)”, maka sasarann a adalah peningkatan aksesibilitas terhadap 
pencari keadilan (acces to justice). 
5) Untuk “Mewujudkan Pembinaan dan Pengawasan”, maka sasarann a 
adalah meliputi peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan. 
6) Untuk “Mewujudkan pelaksanaan tugas aparatur perdilan”,maka 
sasarannya adalah tercapainnya tugas pokok aparatur peradilan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
7) Untuk “Mewujudkan anggaran berbasis kinerja”, maka sasarann a  aitu 
Tersedianya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas tupoksi. 
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8) Untuk “Mewujudkan peningkatan manajemen Peradilan Agama 




B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara  
Duduk perkara 
Menimbang bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 3 Agustus 
2016 telah mengajukan Permohonan isbat nikah rangkap perceraian yang telah 
didaftra di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru tanggal 3 Agustus 2016 dengan 
dalil-dalil sebangai berikut: 
1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada hari Minggu, 
tanggal 15 Juli tahun 2009, di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru. 
2. Bahwa yang mengawingkan Pemohon adalah ayahnya yang bernama Abdul 
(samaran) dan yang menjadi wali nikah adalah ayah pemohon dan disaksikan 
oleh dua orang saksi nikah yaitu NR dan MA, dengan mahar berupa cincin emas 
seberat 5 gram dan terjadi ijab kabul. 
3. Bahwa perkawinan Pemohon tidak ada halangan karena  mahram (nasab, 
semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya 
pernikahan menurut hukum Islam. 
4. Bahwa Pemohon sejak menikah tidak pernah tinggal serumah sampai sekarang 
dan telah dikeruniai satu orang anak yang bernama Nur (samaran) , umur 7 
tahun. 
5. Bahwa Pemohon sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah. 
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6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (isbat 
niak) dengan sebagai bukti adanaya perkawinan pada saat itu dan untuk 
kelengkapan berkas administrasi pengurusan akta kelahirran Anak Pemohon. 
7. Bahwa Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata 
permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara. 
Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka Pemohon 
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai 
berikut. 
Primer: 
1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon. 
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon Kasniati Binti Tahir (samaran) yang 
dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2009, di Siawung, Desa 
Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. 
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 
Subsider: 
Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.  
 Bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, Pemohon hadir, lalu 
dibacakan surat permohonan para Pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh para 
Permohonan. 
 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil peermohonannya, para Pemohon telah 
mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut: 
I. Bukti tertulis 
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 731103550688XXXX tanggal 29 
September 2015 atas nama Kasniati yang dikeluarkan oleh Pemerintah 
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Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi 
meteria cukup, cukup diberi kode P-1 
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 731103100915XXXX atas nama 
Kasniati tanggal 12 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang telah 
dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai cukup, diberi kode P-
2. 
II. Saksi-saksi 
1. Saksi pertama: Aming (samaran), umur 31 tahun pada pokoknya 
menerangkan 
- Bahwa pemohon adalah keponakan saksi; 
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah; 
-  Bahwa Pemohon menikah sekitar tahun 2009 di Siawung, Desa Siawung, 
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru; 
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon 
menikah; 
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi saksi nikah pada saat pemohon 
menikah 
2. Saksi kedua: Labaco (samaran), umur 51 tahun pada pokoknya 
menerangkan: 
- Bahwa Pemohon adalah tetangga pemohon; 
- Bahwa saksi menetahui langsung pernikahan Pemohon karena saksi hadir; 
- Bahwa Pemohon menikah menikah pada tahun 2009, di Siawung, 
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru; 
lxviii 
 
- Bahwa yang mengawinkan Pemohon adalah ayah tirinya; 
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon menikah adalah ayah 
tiri Pemohon; 
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon menikah adalah 
Nurdin (samaran) dan M. Ali (samaran); 
- Bahwa yang diberikan oleh Pemohon adalah berupa cincin emas seberat 5 
gram; 
- Bahwa antara Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga baik nasab, 
sesusuan maupun semenda; 
- Bahwa selam Pemohon menikah tidak pernah tinggal serumah dengan 
suaminya; 
- Bahwa selama menikah Pemohon tidah pernah ada keberatan dengan 
pernikahan mereka; 
- Bahwa Pemohon telah dikeruniai satu orang anak, yang bernama Fitriani 
(samaran), umur 7 tahun; 
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk 
kelengkapan berkas administrasi pengurusan akte kelahiran anak 
pemohon. 
3. Saksi ketiga: Wati (samaran), umur 71 tahun pada pokoknya 
menerangkan: 
- Bahwa pemohon adalah keponakan saksi; 
- Bahwa saksi menetahui langsung pernikahan Pemohon karena saksi hadir; 




-  Bahwa yang mengawinkan Pemohon adalah ayah tiri Pemohon yang 
bernama Abdul (samaran); 
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon menikah adalah ayah 
tiri Pemohon; 
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon adalah berupa cincin 
emas seberat 5 gram; 
- Bahwa antara pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga baik nasab, 
sesusuan, maupun semenda; 
- Bahwa selam Pemohon menikah tidak pernah tinggal serumah dengan 
suaminya; 
- Bahwa selama menikah Pemohon tidah pernah ada keberatan dengan 
pernikahan mereka; 
- Bahwa Pemohon telah dikeruniai satu orang anak, yang bernama Fitriani 
(samaran), umur 7 tahun; 
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk 
kelengkapan berkas administrasi pengurusan akte kelahiran anak 
pemohon. 
Bahwa Pemohon menyatakan akan mengajukan sesuatu lagi mohon penetapan 
dan gugatan. 
Bahwa untuk singakatnya, maka semua berita acara  persidangan dalam 
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Menimbang bahwa maksud dan tujuan peemohonan Pemohon sebagaimana 
yang telah diuraikan di muka. 
Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan agar 
pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2009, 
Desa Siawunng, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, disahkan menurut hukum, 
karena Pemohon memerlukan pengesahan nikah tersebut sebagai bukti dalam 
pengurusan kelengkapan administrasi (berkas) Pemohon dalam mengurus Akta 
Kelahiran Anak Pemohon. 
Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon 
harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon  harus 
terrlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya. 
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya terrsebut,  
Pemohon mengajukan bukti P I yang membuktikan bahwa benar Pemohon warga 
Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hal mana alamat Pemohon 
tersebut adalah merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga 
Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untik mengajukan 
perkara permohonan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Barru. 
Menimbang, bahwa buktu P II yang membuktikan bahwa Pemohon adalah  
suami istri hal mana bukti tersebut telah di akui oleh Kepala Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. 
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Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 
tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Aming 
(samaran), Labaco (samaran), Wati (samaran). 
Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon tidak mengetahui masalah wali 
nikah dan saksi nikah Pemohon namun dua orang saksi telah mengetahui bahwa 
Pemohon telah menikah dan yang mengawingkan adalah ayah tiri Pemohon, wali 
nikah Pemohon adalah ayah tiri Pemohon yang bernama Tahir (samaran), disaksikan 
oleh dua orang saksi nikah bernama Nurdin (samaran) dan M. Ali (samaran), serta 
dengan mahar cincin emas seberat 5 gram. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dimuka, maka 
majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-
dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan ternyata tidak memenuhi rukun dan 
syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi 
Hukum Islam). 
Menimbang, bahwa selain perkawinan Pemohon tersebut tidak memenuhi 
persyaratan dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon 
tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang di atur dalam pasal 8 s/d pasal 10 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum 
Islam. 
Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon tidak memenuhi rukun 
dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan juga tidak sesuai aturan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para 
Pemohon. 
Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang 
berlaku serta hukum s ar‟i  ang berkaitan dengan perkara ini.53 
MENETAPKAN 
1. Tidak mengabulkan permohonan para Pemohon; 
2. Menyatakan tidak sahnya perkawinan Pemohon, Taufiq bin Baco Dg.Solong 
(samaran) dengan Pemohon II, Kasniati binti Tahir yang dilaksanakan pada hari 
Minggu tanggal 15 Juli 2009 di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, 
Kabupaten Barru; 
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 
Rp 221.000- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).  
Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 
dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan 
tanggal 21 Zulqaedah 1437 Hijriyah, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua 
Majelis, Rusni, S.HI dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai Hakim 
Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 
itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. 
St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon. 
                                                          
53
Salinan Berkas persidangan No.48/Pdt.P/2016/PA.BR  
lxxiii 
 
          Ketua Majelis 
 Hakim Anggota  ttd 
  ttd        Dra. Sitti Musyayyadah 
 Rusni, S.HI    
  ttd        Panitera Pengganti 
 Ali Rasyidi Muhammad, Lc    ttd 
          Dra. St. Hajerah 
  
Setelah Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di dalam 
persidangan maka yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 
adalah tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah secara syariat Islam, karena 
yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon menikah adalah ayah tiri Pemohon yang 
mana dalam hukum Islam tidak membolehkan ayah tiri menjadi wali nikah bagi anak 
tirinya.
54
 Ayah tiri bukan kerabat. Dia suami ibu, namun tidak memiliki hubungan 
nasab ataupun kekerabatan dengan anak tirinya. Hanya saja, ayah tiri bisa menjadi 
mahram bagi anak tirinya, jika sudah terjadi hubungan badan dengan ibunya.
55
 Allah 
berfirman dalam surah QS an-Nisa/ 4: 23 
 ْسلأا ُتَاَُب َٔ  ِرلأا ُتَاَُب َٔ  ْىُُكجلااَس َٔ  ْىُُكجا ًَّ َع َٔ  ْىُُكجا َٕ ََسأ َٔ  ْىُُكجَاَُب َٔ  ْىُُكجَآ َُّيأ ْىُكْٛ َهَع ْثَي ِّسُد ِث
 َٔ ِٙف ِٙجلانا ُىُُكِبئَابَز َٔ  ْىُِكئاَِسَ ُتَآَُّيأ َٔ  ِةَعاَض َّسنا ٍَ ِي ْىُُكجا َٕ ََسأ َٔ  ْىَُكُْعَضَْزأ ِٙجلانا ُىُُكجَآ َُّيأ
 َد َٔ  ْىُكْٛ َهَع َحَاُُج َلاف ٍَّ ِٓ ِب ُْىحْهَسَد إََُُٕكج َْىن ٌْ ِ َإف ٍَّ ِٓ ِب ُْىحْهَسَد ِٙجلانا ُىُِكئاَِسَ ٍْ ِي ْىُكِزُٕجُد ُِمئلا 
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ُٕفَغ ٌَ اَك َ َّالله ٌَّ ِإ ََفهَس َْدق اَي ِلاإ ٍِ ْٛ َحْسلأا ٍَ ْٛ َب إُع ًَ َْجج ٌْ َأ َٔ  ْىُِكبلاَْصأ ٍْ ِي ٍَ ِٚرَّنا ُىُِكئَاَُْبأ اًز
ا ً ِٛدَز 
Terjemahnya: 
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu 
yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari 
saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; 
saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu 
yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika 
kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka 
tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak 
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
56
 
 Berdasarkan ayat di atas ayah tiri tidak memiliki hak perwalian. Dia tidak bisa 
menjadi wali nikah anak tirinya. Memaksakan diri untuk menikahkan anak tiri, bisa 
menyebabkan pernikahan tidak sah, karena dia tidak berhak menjadi wali. 
Bahwa wali nikah dari calon mempelai perempuan adalah merupakan unsur 
pokok/rukun dalam pernikahan yang berakibat hukum tidak sah pernikahan atau batal 
dengan ketiadaan wali. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 
1987, tentang wali hakim Pasal 1 sub.B dan penjelasan Pasal 2 ayat (1), bahwa wali 
hakim baru bertindak sebagai wali nikah calon mempelai wanita, manakala tidak 
mempunyai wali nasab atau berhalangan hadir, atau jauh yang sulit dihubungi. Maka 
wali hakim pada KUA bertindak selaku wali menikahkan. 
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Pernikahan bisa saja di langsungkan sesuai syariat Islam apabila wali nikah 
mempelai perempuan adalah kerabat seayah yang menjadi wali nikahnya, kalaupun 
tidak ada yang bisa menjadi wali nikah dalam perkawinannya bukan berarti ayah tiri 
boleh menjadi wali nikah karena yang berhak menjadi wali nikah perempuan yang 
tidak memiliki wali adalah wali hakim atau wali muhkam.
57
 
  Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib terpenuhi, apabila tidak 
terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebut dalam Kitab al-
Fiqih „ala al-Mazahib al-Arba‟ah:” Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi 
syarat dan rukunnya dan hukum, nikah fasid dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak 
sah. 
C.   Pembuktian dalam Kasus Fasakh Nikah terhadap Wali Nikah Tidak Sah 
Dalam memutuskan perkara di dalam persidangan ada beberapa yang harus di 
perhatikan majelis hakim sebelum memutuskan perkara (Pasal 164 HIR/Pasal 
284RBg/Pasal 1866 BW): 





Dalam hal pembuktian yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan 
perkara yaitu terdapat dalam pasal 1866 BW: 
Alat-alat bukti terdiri atas: 
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Bukti tertulis: bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; 
pengakuan; sumpah. 




Dalam pembuktian perkara tersebut saksi telah memberikan keterangan di 
dalam persidangan dan membenarkan adanya pernikahan antara pemohon,  saksi juga 
hadir pada saat pernikahan berlangsung dan mengetahui wali nikah dari pihak 
perempuan adalah ayah tiri mempelai perempuan. Hal ini juga dibenarkan oleh 
pemohon pada saat persidangan berlangsung. 
Setelah majelis hakim mendengar keterangan yang disampaikan oleh para 
saksi yang sudah di sumpah maka majelis hakim tidak mengabulkan permohonan 
Pemohon karena syarat dan rukun perkawinan tidak sesuai dengan syariat Islam dan 
bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Hal ini bertentangan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul 
Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqih halaman 930, yang kemudian diambil alih 
sebagai pertimbangan oleh Majelis hakim sebagai berikut: 
آَ آحَ ا ٙهع مٛن د ّن ىقٚ ىن وا داي ثٛج ٔصناب دٓث ٌ لاف ةجٔش ةَ لاف فسع ٍي 
Artinya:  
 Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri  
seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri seorang laki-laki 




D. Status Perkawian dan Dampak Hukum yang ditimbulkan dari Pernikahan yang 
Fasakh 
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1. Status Perkawinan 
Status perkawianan setelah mejelis hakim memeriksa dan mengadili perkara 
maka status pernikahan Pemohon tidak sah atau rusaknya perkawian karena tidak 
sesuai dengan syariat Islam. Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan 
pisahnya karena talak. Sebab talak ada talak jar‟i dan talak ba‟in. Talak raj‟i tidak 
mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika sedangkan talak ba‟in mengakhirinya 
seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun 
karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri perkawianan 
seketika itu. 
Istri yang diceraikan pengadilan dengan jalan faskh tidak dapat rujuk oleh 
suaminya. Apabila mereka akan kembali hidup bersuami istri harus melakukan akad 
nikah baru. Fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang menjadi hak suami. Dengan 
demikian, suami istri yang diceraikan pengadilan dengan fasakh, apabila nantinya 
mereka kembali hidup bersuami istri, suami tetap mempunyai hak talak tiga kali.
61
 
2. Dampak Hukum 
a. Dampak bagi Suami dan Istri 
Dampak hukum dengan adanya pembatalan perkawinan menurut Pasal 28 ayat 
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam ada 
beberapa akibat, salah satunya akibat hukum terhadap suami isteri. Batalnya 
perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sehingga dengan putusan 
pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan maka 
perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada walaupun perkawinan baru 
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dilangsungkan ataupun telah berlangsung lama. Dan diharamkan bagi mereka yang 
perkawinannya telah dibatalkan untuk melakukan hubungan suami isteri. 
Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 
Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai 
setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku 
sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dan di dalam Pasal 28 ayat (2) sub b 
disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidaklah berlaku surut terhadap Suami 
atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila 
pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. 
b. Dampak Hukum bagi Anak  
Pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan status dari anak dari perkawinan 
yang dibatalkan merujuk kepada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa dengan adanya pembatalan 
perkawinan tidak menyebabkan anak-anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut 
statusnya menjadi anak luar kawin. Sebab sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu 
keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang 
dilahirkan terhadap perkawinan tersebut. dan di dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum 
Islam menyebutkan batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum 
antara anak dengan orang tuanya. Maka dengan dibatalkannya perkawinan antara 
suami isteri tersebut tidak akan memutuskan hubungan antara anak yang telah 
dilahirkan dalam perkawinan itu dengan kedua orang tuanya.  
Baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam 
dengan tegas dinyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang 
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telah dibatalkan dinyatakan tidak berlaku surut, meskipun salah seorang dari orang 
tuanya beritikad buruk/ keduanya beritikad buruk. Ini berdasarkan rasa kemanusiaan 
dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa sehingga patut untuk mendapatkan 
perlindungan hukumm dan tidak seharusnya bila anak yang tidak berdosa harus 
menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan 
orangtuanya.  
Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan statusnya jelas anak 
sah sehingga ia berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris. Dalam Pasal 
105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum 
mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya, dan ia berhak untuk 
memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya setelah ia mumayyiz. Namun biaya 
pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. 
Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-
baiknya, hal ini berlaku sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, 
dan kewajiban ini terus berlangsung terus walaupun perkawinan antara kedua orang 
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 Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan maka penulis dapat 
mengambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut: 
A. Kesimpulan 
Pertimbangan hukum yang menyebabkan terjadinya fasakh nikah dari 
Pengadilan Agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat 
perkawinan, kurang telitinya pemeriksaan administrasi calon suami isteri, kurang 
pahamnya masyarakat terhadap ketentuan hukum Islam dan Undang-undang 
Perkawinan. Banyak akibat yang ditimbulkan dari suatu proses pembatalan 
perkawinan, antara lain: 
1. Bahwa wali nikah dari calon mempelai perempuan adalah merupakan unsur 
pokok/rukun dalam pernikahan yang berakibat hukum tidak sah pernikahan atau 
batal dengan ketiadaan wali. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama 
Nomor 2 tahun 1987, tentang wali hakim Pasal 1 sub.B dan penjelasan Pasal 2 
ayat (1), bahwa wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah calon mempelai 
wanita, manakala tidak mempunyai wali nasab atau berhalangan hadir, atau jauh 
yang sulit dihubungi. Maka wali hakim pada KUA bertindak selaku wali nikah. 
2. Setelah majelis hakim mendengar keterangan yang disampaikan oleh para saksi 
yang sudah di sumpah maka majelis hakim tidak mengabulkan permohonan 
Pemohon karena syarat dan rukun perkawinan tidak sesuai dengan syariat Islam 




3. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan mempunyai beberapa dampak 
hukum antara lain terhadap suami isteri dengan adanya pembatalan perkawinan, 
yaitu diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Jadi putusan 
pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang telah dibatalkan, maksudnya 
sejak perkawinan mereka dilangsungkan sampai dengan adanya putusan 
pembatan perkawinan maka perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi, 
hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 28 Undang-undang Perkawinan 
bahwa keputusan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Dan hal ini 
berlangsung setelah pembatalan perkawinan tersebut memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap, yaitu setelah mendapat Keputusan Pengadilan. 
Sedangkan akibat hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang 
telah dibatalkan statusnya adalah jelas merupakan anak sah baik di dalam Undang-
undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, walaupun salah seorang dari 
orangtuanya atau kedua orang tuanya mempunyai itikad buruk. Sebab pembatalan 
perkawinan tidaklah berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan di dalam 
perkawinan tersebut. Jadi si anak tetap mendapatkan pemeliharaan, pembiayaan dan 
mewaris dari kedua orang tuanya. 
B. Saran 
1. Perkawinan dari sisi hukum bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan 
persetubuhan, tetapi lebih jauh untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena 
perkawinan dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak. 
Sedangkan dari sudut pandang agama perkawinan merupakan sesuatu yang suci 
dan sakral. Untuk itu hendaknya perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan 
agama serta aturan dan hukum yang mengatur dan ada di negara ini. Sehingga 
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peristiwa pembatalan perkawinan seperti di dalam kasus-kasus yang ada di atas 
tidaklah mungkin akan terjadi apabila proses perkawinan ditempuh dengan 
prosedur hukum. 
2. Bagi masing-masing calon mempelai sebaiknya saling mengadakan penelitian 
tentang mereka apakah mereka saling mencintai dan apakah kedua orang tua 
mereka menyetujui/merestui. Dan meneliti apakah ada halangan perkawinan baik 
menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  
3. Sebaiknya pemerintah lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-
data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data 
masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak 
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk membatalkan 
pernikahan oleh pihak ketiga. Untuk itu perlulah kiranya pihak penegak hukum 
memberikan serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan 
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